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RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. IDENTITAS LVLK

a.
b.
C.

Nama Lembaga
Nomor Akreditasi
Alamat

Telepon
Email
Penanggung Jawab LVLK

Standar Audit yang
Digunakan

Auditor
Tim Pengambil Keputusan

. IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen
No. & Tgl. SK IPPKH

Luas
Alamat Lokasi

Alamat Kantor

Email
Pengurus Perusahaan

Management Representatif

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT NUSANTARA BERAU COAL

PT Trustindo Prima Karya

LVLK-010-IDN

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
JI. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
(0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com

Ir Kurnia

- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Ujang Zulkarnaen, S.Hut
Ir. Kurnia

PT Nusantara Berau Coal (PT NBC)

SK Menteri Kehutanan Nomor SK.438/Menhut-11/2013
Tanggal 19 Juni 2013

140 Hektar

Areal IPPKH PT Nusantara Berau Coal di Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur

JI. Pulau Derawan RT 31 Tanjung Redeb, Berau
agus.ganief@ithacaresources.com

Direktur Utama : Juwari, SE

Direktur : Ir Heri Priyanto

Agus Ganif dan Sulis Hariyanto


mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
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Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik

Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan
Pembukaan

6 Mei 2017
Kantor PT NBC

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup,
tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan,
termasuk penjelasan tentang pengaturan
verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen
dan Observasi

6 - 9 Mei 2017
Kantor dan Lokasi

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan
bukti implementasi di lapangan dan
menganalisisnya dengan menggunakan acuan

Lapangan IPPKH PT NBC sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit)
Pertemuan 9 Mei 2017 serta memintakan konfirmasi persetujuan
Penutupan Kantor PT NBC auditee.
a. PT Nusantara Berau Coal dinilai telah
MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran
: 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET,
Pengambilan Samarinda 4/2016. J [PRPLISET/
Keputusan 23 Mei 2017

b. S-LK PT Nusantara Berau Coal dapat
diterbitkan kembali.
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A. PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

1. Indikator 1.1.1: Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal
pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
1 1.1.1.a. Memenuhi | @ ILS terletak pada areal yang telah
ILS/IPK  pada areal disetujui dan disahkan sebagai kawasan
pinjam pakai pinjam pakai.

b. Ada persetujuan dokumen lingkungan

(antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha
non kehutanan

Terdapat SK Menteri Kehutanan Nomor
SK.438/Menhut-11/2013 Tanggal 19 Juni
2013 Tentang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi
Produksi Batubara dan Sarana
Penunjangnya Pada Kawasan Hutan
Produksi Tetap Seluas 1.132,38 Hektar
Atas nama PT. Nusantara Berau Coal di
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan
Timur. Berlaku selama 12 (dua belas)
Tahun sejak tanggal diundangkan.
IPPKH berlaku sebagai Izin
Pemanfaatan Kayu (Amar 11)

Terdapat Keputusan Bupati Berau
Nomor: 725 Tahun 2013 Tanggal 12
Desember 2013, Tentang Izin
Lingkungan Atas rencana Usaha
dan/Atau Kegiatan Penambahan Areal
Pits 3, Penambahan Area Disposal di
Pit-1 dan Penambahan Fasilitas Tangki
BBM di Kampung Tasuk Kecamatan
Gunung Tabur Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur Oleh PT.
Nusantara Berau Coal.

e Terdapat Lembar pengesahan dokumen

Addendum ANDAL, RKL dan RPL pada
tanggal 24 Desember 2013 Oleh Tim
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NO.

Nomor & Judul
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau.
Ditandatangani oleh Ketua: Ir. H.
Zulkifli, MM/NIP:19580404 1990111001
dan Sekretaris Ir. Lita Handani/NIP:
19690410 1993032005.

1.1.1.b

Peta lampiran ILS/IPK
pada areal izin pinjam
pakai  (dilampiri izin
pinjam pakai dan
petanya)

Memenuhi

Letak lokasi ILS sesuai dengan peta izin
pinjam pakai kawasan.

e Terdapat Peta Lampiran IPPKH Skala 1:
25.000 yang sudah mendapat
pengesahan berupa tandatangan Menteri
Kehutanan.

« Hasil Pengecekan lapangan pada batas
pembukaan lahan di titik koordinat 2°
15’ 22” LU dan 117° 20’ 53,3” BT dan
Blok tebangan di titik koordinat 2° 15’
25,6” LU dan 117° 20" 53,6” BT
menunjukkan kesesuaian.

Peta Lampiran HTHR

2. Indikator 1.2.1: Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.
NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
3 1.2.1.a. N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
ILS/IPK  pada areal bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
pinjam pakai
4 1.2.1.b N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha

bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

3. Indikator 1.3.1: Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang
dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

pemegang IPK sama
dengan pemegang izin

NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
5 1.3.1.a. N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Izin usaha dan lampiran bukan IPK pada areal kawasan hutan yang
petanya (bagi dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non

kehutanan
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NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
usaha)
6 1.3.1.b N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Izin usaha dan lampiran bukan IPK pada areal kawasan hutan yang
petanya (bagi dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non
pemegang IPK vyang kehutanan
berbeda dengan
pemegang izin usaha)
7 1.3.1.c N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
IPK pada areal yang bukan IPK pada areal kawasan hutan yang
dilepaskan dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non
kehutanan
8 1.3.1d N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Peta lampiran IPK bukan IPK pada areal kawasan hutan yang
dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non
kehutanan
9 1.3.1.e N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Dokumen sah memuat bukan IPK pada areal kawasan hutan yang
perubahan status dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non
kawasan (bagi kehutanan
pemegang IPK sama
dengan pemegang izin
usaha)
4. Indikator 1.3.2: IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi.

NO. Nomor & Judul NILAL RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
10 | 1.3.2.a. N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
IPK pada areal yang bukan IPK pada areal kawasan hutan yang
dilepaskan dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
11 | 1.3.2b N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Peta lampiran IPK bukan IPK pada areal kawasan hutan yang
dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
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5. Indikator 1.4.1: Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER

12 |l4.la. N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Dokumen rencana bukan IPK pada APL
IPK/ILS (survey potensi)

13 |[1.4.1b N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Peta lampiran IPK bukan IPK pada APL
Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi
pemegang IPK sama
dengan pemegang izin
usaha)

14 | l.4.1.c N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Izin usaha dan lampiran bukan IPK pada APL
petanya (bagi
pemegang IPK vyang
berbeda dengan
pemegang izin usaha)

15 | 1.4.1.d N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
IPK pada APL bukan IPK pada APL

16 |1.4.1l.e N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Peta lampiran IPK bukan IPK pada APL

6. Indikator 1.4.2: IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
17 | 14.2.a. N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
IPK pada APL bukan IPK pada APL untuk pemukiman
transmigrasi
18 |1.4.2.b N/A Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha
Peta lampiran IPK bukan IPK pada APL untuk pemukiman
transmigrasi
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PRINSIP 2: Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta

pengangkutan kayu

7. Indikator 2.1.1: IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
19 | 2.1.1.a. Memenuhi | Rencana penebangan IPK/ILS disahkan
Dokumen rencana oleh pejabat yang berwenang.

penebangan IPK/ILS

e Karena IPPKH berlaku juga sebagai IPK

(tertera pada izin IPPKH yaitu SK
Menteri Kehutanan Nomor
SK.438/Menhut-1I/2013 Tanggal 19
Juni 2013 Amar 11), maka tidak
diperlukan dokumen rencana khusus
yang perlu pengesahan dari otoritas
setempat.

Areal rencana bukaan lahan tahun
2017 seluas 140 Hektar, adalah masih
berada pada areal rencana bukaan
lahan tahun 2014/2015 seluas 128,98
Hektar dan rencana bukaan lahan
tahun 2016 seluas 130,91 Hektar yang
belum mencapai target.

Dokumen rencana IPK termuat dalam
Dokumen Rencana Penebangan
Kawasan Hutan tahun 2017
Pertambangan Batubara PT. Nusantara
Berau Coal di Kampung Tusuk,
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten
Berau yang diterbitkan secara internal.
Luas Kegiatan Pemanfaatan Kayu
seluas £+ 140 Hektar yang terletak
pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan sesuai yang terdapat dalam SK
Menteri Kehutanan Nomor
SK.438/Menhut-11/2013 Tanggal 19
Juni 2013 dengan estimasi target
produksi sebanyak: 4.228,98 m®
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8. Indikator 2.1.2: Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang
dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.

tegakan pada
kerja

areal

NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
20 |2.1.2.a. Memenuhi | 7€rsedia laporan survey potensi dan
Dokumen potensi laporan uji petik hasil survey potensi

e Areal IPK 2017 adalah berada pada
areal rencana bukaan lahan tahun 2017
seluas 140 Hektar. Areal tersebut masih
berada pada areal rencana bukaan
lahan tahun 2014/2015 seluas 128,98
Hektar dan rencana bukaan lahan tahun
2016 seluas 130,91 Hektar yang belum
mencapai target.

e Tersedia Berita Acara Survey Potensi
intensitas 100% pada tanggal 30
Oktober 2013 oleh Tim Dinas
Kehutanan Kabupaten Berau yang telah
memiliki kualifikasi WASGANIS CANHUT
pada areal IPPKH SK Menhut Nomor
439/Menhut-I11/2013. Luas Areal yang
disurvey 128,98 Ha dengan Hasil:
Jumlah Pohon: 15.586 pohon dan
Volume 5.370,45 m3.

e Tersedia Berita Acara Checking Cruising
intensitas 5% pada tanggal 2
September 2015 oleh Tim Dinas
Kehutanan Kabupaten Berau yang telah
memiliki kualifikasi WASGANIS CANHUT
di Areal IPPKH SK Menhut Nomor
439/Menhut-11/2013 seluas 130,91
Hektar dengan hasil volume pohon
317,47 m3 atau rata-rata potensi
pohon per hektar adalah 48,47
m3/Hektar.

e Terdapat dokumen Fakta Integritas
Nomor: 036/NBC-Ber/I1/2017 tanggal
23 Februari 2017 yang memuat
pengakuan PT. Nusantara Berau Coal
telah melaksanakan Timber Cruissing
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NO.

Nomor & Judul
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

sesuai BA pada tanggal 30 Oktober
2013 dan BA pada tanggal 2 September
2015. Fakta integritas ditandatangani
oleh Juwari/Direktur PT. Nusantara
Berau Coal dan Agus Tri Cahyono/Ganis
Canhut.

21

2.2.2.b
Dokumen produksi kayu
(LHP)

Memenuhi

1. LHP dibuat oleh Ganis PKB dan
disahkan oleh Wasganis PKB

2. Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP
(nomor batang, volume dan jenis kayu)

3. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan
tanda tangan pada kartu Ganis

e Kegiatan IPK PT. Nusantara Berau Coal
Tahun 2017 baru pada tahap
penebangan kayu (/and clearing),
sehingga kayu belum diukur dan di LHP-
kan, namun demikian PT.
Nusantara Berau Coal sudah dinilai siap
melaksanakan tata usaha kayu sesuai
ketentuan yang berlaku karena sudah
memiliki :

e Tenaga teknis PHPL PKB-R atas
Nama Sulis Haryanto, dengan
Register Nomor 00273-11/PKB-
R/XX/2011. Berlaku s/d 19 Mei 2020.
Nomor SK Penetapan:
SK.255/BPHP.XI-3/2017 Tanggal 19
April 2017.

e Perangkat SIPUHH Online (Printer
barcode, label barcode, internet)

e Operator SIPUHH Online (Sulis
Haryanto)

e Hak akses SIPUHH Online (sudah
online).
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9. Indikator 2.2.1: Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran
kehutanan.

Nomor & Judul
VERIFIER

NILAIL

RINGKASAN JUSTIFIKASI

22

2.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat
Perintah  Pembayaran)
DR dan/atau PSDH
telah diterbitkan.

Memenuhi

Dokumen SPP (kelompok jenis, volume
dan tarif) sesuai dengan LHP yang
disahkan.

e Selama priode penilaian, PT. Nusantara
berau Coal belum menerbitkan LHP
sehingga belum ada pembayaran PNBP
untuk PSDH/DR,

e Prosedur IPK PT. Nusantara Berau Coal
masih terikat peraturan lama yaitu
Permenhut nomor P.62/Menhut-11/2014
tentang IPK, sehingga berkewajiban
menjaminkan dana 25% dari kewajiban
membayar PSDH, DR dan PNT.

¢ Areal rencana bukaan lahan tahun 2017
seluas 140 Hektar, adalah masih berada
pada areal rencana bukaan lahan tahun
2014/2015 seluas 128,98 Hektar dan
rencana bukaan lahan tahun 2016
seluas 130,91 Hektar yang belum
mencapai target.

e Pada perjalanannya, terhadap lahan
IPPKH SK.438/Menhut-11/2013 Tanggal
19 Juni 2013, PT. Nusantara Berau Coal
telah menyetorkan dua tahap dana
untuk mendapatkan dua paket Bank
Garansi yaitu untuk bukaan lahan
128,98 Ha dan bukaan lahan 130,91 Ha,
dengan Surat Perhitungan Besaran Bank
garansi dari Dinas Kehutanan
Kabupaten Berau yang dinilai sebagai
Surat Perintah Pembayaran sebagai
berikut:

¢ Untuk Rencana bukaan lahan
seluas 128,98 Hektar, terdapat
bukti Surat Perhitungan Besaran
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NO.

Nomor & Judul
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Bank Garansi Pemanfaatan Kayu
pada Areal Pinjam Pakai kawasan
Hutan PT. Nusantara Berau Coal
Nomor: 522.36/1/DKB.III/2014
tanggal 7 Januari 2014 dari Dinas
Kehutanan Kabupaten Berau.
Dengan perincian sebagai berikut:

a. DR sebesar USD 36.776,41

b. PSDH sebesar Rp.
137.732.069,50

e Untuk Rencana bukaan lahan
130,91 hektar terdapat Surat
Perhitungan Besarnya Nilai Bank
Garansi PT. Nusantara Berau Coal
dari Dinas Kehutanan Berau nomor:
522.36/344/DKB III tanggal 9
Nopember 2015. Dengan rincian
sebagai berikut:

a. DR sebesar USD 44.524,87

b. PSDH sebesar Rp.
232.781.472,00

c. PNT sebesar Rp. 720.684.517,50

23

2.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH

Memenuhi

DR dany/atau PSDH telah dibayarkan lunas
dan sesuai dengan dokumen SPP.
e Terdapat Bank Garansi (BG):

a. BG dari Bank Kaltim Nomor: 001/BG-
PL/BPD-JKT/2014 Tanggal 3 Februari
2014 sebesar USD 36.776,41 sebagai
jaminan pembayaran Dana Reboisasi

b. BG dari Bank Kaltim Nomor: 002/BG-
PL/BPD-JKT/2014 Tanggal 3 Februari
2014 sebesar Rp. 137.732.069,50
sebagai jaminan PSDH

e Terdapat Bank Garansi (BG):

a. BG dari Bank Kaltim Nomor: 055/BG-
PL/BPD-JKT/2015 Tanggal 16
Nopember 2015 sebesar USD
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NO.

Nomor & Judul
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

11.131,22 sebagai jaminan
pembayaran Dana Reboisasi.

. BG dari Bank Kaltim Nomor: 053/BG-

PL/BPD-JKT/2015 Tanggal 16
Nopember 2015 sebesar Rp.
58.195.368,00 sebagai jaminan
PSDH.

. BG dari Bank Kaltim Nomor: 054/BG-

PL/BPD-JKT/2015 tanggal 16
Nopember 2015 sebesar Rp.
180.171.129,38 untuk jaminan PNT.

24

2.2.1.c.

Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan
lahan untuk
pembangunan hutan
tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan
tanaman

Memenuhi

Pembayaran DR dany/atau PSDH sesuai
dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesual dengan tarif.

Terdapat lampiran Surat Nomor:
522.36/1/DKB 111/2014 tangal 7
Januari 2014 berupa perhitungan DR
dan PSDH dalam penentuan besarnya
Bank Garansi pada luasan lahan
128,98 hektar.

Terdapat lampiran surat nomor
522.36/344/DKB III/2015 tanggal 9
Nopember 2015 berupa Perhitungan
DR, PSDH dan PNT dalam Penentuan
besaranya Bank Garansi untuk luasan
lahan 130,91 hektar.

Dalam kedua lampiran surat tersebut,
besaran tarif yang menjadi patokan
perhitungan telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

10. Indikator 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang

sah.
NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
25 |2.2.2.a. Memenuhi | Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB
FAKB dan DKB untuk untuk KBK sesuai dengan ketentuan
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NO.

Nomor & Judul
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

KBK diterbitkan sesuai
dengan ketentuan

e Selama periode audit, PT. Nusantara
Berau Coal belum menerbitkan
SKSHHK untuk KBK, karena belum
menerbitkan LHP, namun demikian,
PT. Nusantara Berau Coal sudah dinilai
siap melakukan kegiatan pemiliran
kayu sesuai ketentuan tata usaha kayu
karena:

v' Tersedia Ganis PKB-R yang akan
ditugaskan sebagai penerbit
SKSHHK yaitu Sulis Haryanto,
dengan Register Nomor 00273-
11/PKB-R/XX/2011. Berlaku s/d 19
Mei 2020. Nomor SK Penetapan:
SK.255/BPHP.XI-3/2017 Tanggal
19 April 2017.

v' Tersedia operator SIPUHH Online
untuk tenaga tata usaha kayu.

v Tersedia perangkat SIPUHH online
(internet, Printer barcode, label
barcode dan hak akses)

26

2.2.2.b
SKSKB dan DKB untuk
KB

Memenuhi

Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB

untuk KB sesuai dengan ketentuan

e Selama periode audit, PT. Nusantara
Berau Coal belum menerbitkan
SKSHHK untuk KB, karena belum
menerbitkan LHP, namun demikian,
PT. Nusantara Berau Coal sudah dinilai
siap melakukan kegiatan pemiliran
kayu sesuai ketentuan tata usaha kayu
karena:

v Tersedia Ganis PKB-R yang akan
ditugaskan sebagai penerbit
SKSHHK yaitu Sulis Haryanto,
dengan Register Nomor 00273-
11/PKB-R/XX/2011. Berlaku s/d 19
Mei 2020. Nomor SK Penetapan:
SK.255/BPHP.XI-3/2017 Tanggal
19 April 2017.
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Nomor & Judul
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v' Tersedia operator SIPUHH Online
untuk tenaga tata usaha kayu.

v' Tersedia perangkat SIPUHH online
(internet, Printer barcode, label
barcode dan hak akses)

11. Indikator 2.3.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
27 |2.3.1. N/A Tidak diverifikasi karena PT. Nusantara
Tanda V-legal yang Berau Cola belum memiliki lisensi
dibubuhkan sesual penggunaan tanda V-Legal
ketentuan.

C. PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

12. Indikator 3.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO.

Nomor & Judul
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

28

3.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Tersedia pedomany/prosedur K3 dan
personel yang ditunjuk untuk bertanggung
Jawab dalam implementasi pedoman K3
(beserta surat penunjukannya).

Terdapat SOP yang berkaitan dengan
pemanfaatan kayu pada areal IPPKH PT.
Nusantara Berau Coal yang di dalamnya
menyertakan pelaksanaan K3 pada setiap

aspek operasional yaitu SOP :

o SOP-GRL-01 Pemanfaatan Kayu Bulat
Kecil dan Kayu Bulat

o SOP-GRL-02 Tata Usaha Kayu

o SOP-GRL-03 Pelaksanaan dan
Pemeliharaan Tata Batas IPPKH

o  SOP-GRL-04 Perlindungan Hutan dari
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Pencurian Hasil Hutan

o  SOP-GRL-05 PNBP-PKH

o  SOP-GRL-06 Penggantian Biaya
Investasi

o  SOP-GRL-07 Perlindungan Flora dan
Fauna Dilindungi

o SOP-GRL-08 Pengendalian Kebakaran
Hutan

o  SOP-GRL-09 DAS Sei Berau

o SOP-GRL10 Reklamasi

Pejabat Kepala Teknik Tambang
bertangungjawab terhadap terlaksananya
K3 pada setiap kegiatan operasional di PT.
Nusantara Berau Coal.

29

3.1.1.b
Ketersediaan peralatan
K3.

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan
dan berfungsi baik.

Implementasi K3 oleh PT. Nusantara
Berau Coal sebagai perusahaan
pertambangan diterapkan secara ketat
dan menjadi prioritas dalam kegiatan
operasional sehari-hari.

Terdapat peralatan K3 yang lengkap pada
semua bagian kegiatan, baik di kantor
maupun lapangan.

Seluruh karyawan dan tamu wajib
mengenakan APD dan mematuhi rambu
K3 di kantor dan lapangan. Pada saat
audit ditemukan adanya bukti peralatan
K3 di kantor dan di lapangan berupa
APAR dan peralatan K3 lainnya seperti
Kotak P3K, Poliklinik dilengkapi
Ambulance dan dokter jaga.

30

3.1.1.c
Catatan kecelakaan
kerja

Memenuhi

Tersedia catatan setiap kejadian
kecelakaan kerja secara lengkap dan
upaya menekan tingkat kecelakaan
kerja dalam bentuk program K3
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Terdapat Laporan Triwulan kecelakaan
kerja yang tergabung dalam Laporan
Triwulan Kegiatan Operasi Produksi yang
meliputi konstruksi, penambangan,
lingkungan, keselamatan kerja dan
pengembangan masyarakat.

Selama periode audit tidak ada laporan
kecelakaan kerja yang fatal (cacat tetap
atau meninggal dunia).

13. Indikator 3.2.1 : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

31

3.2.1.a
Pekerja yang masih di
bawah umur.

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di
bawah umur.

Tidak ditemukan karyawan yang masuk
kategori dibawah umur atau diluar
ketentuan.

Nama Karyawan yang paling muda adalah
Budi Prasetyo bagian Environment yang
lahir pada tanggal 13 Maret 1989 atau
sudah berumur 28 tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi
N/A  : Not Applicable
™ : Tidak Memenuhi

4

\?, Samafinda, 23 Mei 2017

\ T Trustindo Prima Karya
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